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ABSTRAK 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat menghadapi tantangan signifikan 
dalam hal legalitas usaha, dengan hanya 0,88% UMKM yang terdaftar secara legal. Kondisi ini menghambat 
akses UMKM terhadap layanan keuangan formal, program pengadaan pemerintah, dan kredibilitas di mata 
konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk memfasilitasi legalisasi UMKM melalui program Perseroan 
Perorangan (PT Perorangan) Kemenkumham dan memberikan pengarahan strategi promosi untuk 
meningkatkan penjualan. Metode pengabdian dilakukan selama empat bulan (Januari-April 2025) 
menggunakan pendekatan convenience sampling dengan melakukan pendampingan langsung kepada 
pelaku UMKM. Proses legalisasi dilakukan secara online melalui website ptp.ahu.go.id dengan biaya Rp. 
50.000 per UMKM, diikuti dengan pengarahan metode promosi dan saluran penjualan. Hasil kegiatan 
menunjukkan keberhasilan 100% dalam melegalkan 43 UMKM yang tersebar di Kota Mataram, Lombok 
Timur, Sumbawa Besar, Dompu, dan Bima. Dampak signifikan terlihat dari peningkatan kredibilitas dan 
kepercayaan diri pelaku UMKM, kemudahan akses perbankan, serta peningkatan persepsi konsumen 
terhadap bisnis yang telah legal. Meskipun terdapat tantangan implementasi pemasaran digital di beberapa 
daerah, program ini berhasil memberikan pondasi yang kuat bagi pengembangan UMKM. Kegiatan ini 
membuktikan bahwa integrasi legalitas badan usaha dengan strategi promosi merupakan solusi efektif 
untuk meningkatkan daya saing UMKM dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi 
regional.  
Kata Kunci: UMKM, PT Perorangan, Promosi, Legalitas 

 
PENDAHULUAN  

Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi 
lanskap ekonomi, terutama di wilayah seperti Nusa Tenggara Barat, sebagai motor 
utama pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja (Jupri et al., 2022). 
Keberadaan UMKM melampaui sekadar indikator ekonomi, mendukung stabilitas sosial, 
menopang mata pencaharian di ekonomi berkembang, dan menjadi landasan struktur 
ekonomi pedesaan (Analia, 2020). Di Indonesia, dampak UMKM sangat signifikan, 
menyumbang sebagian besar produk domestik bruto dan menyerap sebagian besar 
tenaga kerja (Ardyanto & Sendrawan, 2022; Rainanto, 2019). Meskipun penting, UMKM 
sering menghadapi tantangan yang menghambat potensinya, seperti akses modal yang 
terbatas, pengetahuan teknologi yang kurang memadai, dan jangkauan pasar yang 
terbatas (Nurmaesah et al., 2021). Hambatan-hambatan ini semakin diperparah oleh 
kendala regulasi dan hukum, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk 
beroperasi secara formal dan mengakses dukungan institusional (Yorisca, 2021). 

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan intervensi strategis yang 
bertujuan untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan UMKM, dan salah satu 
aspek kunci adalah memfasilitasi formalisasi usaha-usaha ini melalui pendaftaran 
legalitas agar UMKM berbadan hukum secara legal. Formalisasi ini bukan sekadar 
prosedur birokratis, melainkan langkah krusial untuk membuka berbagai peluang, 
termasuk akses ke layanan keuangan formal, partisipasi dalam program pengadaan 
pemerintah, dan peningkatan kredibilitas di mata konsumen dan pemasok. Selain itu, 
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pengakuan hukum memungkinkan UMKM untuk melindungi hak kekayaan intelektual 
mereka, menegakkan kontrak, dan mengurangi risiko hukum, sehingga menciptakan 
lingkungan bisnis yang lebih aman dan dapat diprediksi (Sujarwati et al., 2020). 

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), sebuah wilayah yang ditandai oleh sektor UMKM 
yang dinamis namun sebagian besar informal, kebutuhan untuk mendorong kepatuhan 
hukum menjadi sangat mendesak. Sebelumnya, kami telah melakukan penelitian pada 
UMKM di NTB, dan menemukan hanya 0,88% UMKM yang terdaftar secara legal (Burhan 

& Costiana, 2025). Legalitas badan usaha, atau status hukum suatu bisnis, merupakan 
unsur dasar bagi UMKM untuk berkembang dan memperluas operasinya (Raharja et al., 
2021). Proses memperoleh status legal di mana melalui jaringan peraturan dan 
prosedur yang kompleks, seringkali memerlukan waktu, sumber daya, dan keahlian 
yang signifikan. Bagi banyak UMKM, terutama yang beroperasi di daerah terpencil atau 
dengan sumber daya terbatas, persyaratan ini dapat menjadi tantangan yang 
menakutkan (Lubis & Salsabila, 2024). Oleh karena itu, inisiatif pemerintah dan program 
dukungan sangat penting untuk menyederhanakan proses pendaftaran hukum, 
mengurangi biaya terkait, serta memberikan sarana, pelatihan, dan bantuan kepada 
UMKM dalam memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. 

Selain itu, strategi promosi memainkan peran penting dalam meningkatkan 
penjualan UMKM, dan strategi ini harus disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan 
unik pasar lokal di NTB. Promosi yang efektif melibatkan pendekatan multidimensi, 
mencakup branding, pemasaran, periklanan, dan manajemen hubungan pelanggan. 
Pemasaran digital, khususnya, menawarkan peluang signifikan bagi UMKM untuk 
menjangkau audiens yang lebih luas, mempromosikan produk dan layanan mereka 
secara online, serta berinteraksi dengan pelanggan melalui platform media sosial dan e-
commerce. Namun, banyak UMKM di Nusa Tenggara Barat kekurangan keterampilan 
dan sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan alat pemasaran secara efektif. 
Pentingnya platform digital untuk promosi UMKM semakin menonjol (Hengki et al., 
2021). Pola konsumsi berubah drastis dari saluran offline ke online, memaksa UMKM 
untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk penjualan dan pemasaran 
(Warsiyah et al., 2023). Artinya, konsumen membutuhkan kepercayaan dan kredibilitas 
dari suatu bisnis, baik online maupun offline. Legalitas ini kami anggap penting sebagai 
bentuk upaya legalitas untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen 
terhadap UMKM yang ada di NTB. 

Kesimpulannya, integrasi antara legalitas badan usaha dan promosi strategis 
merupakan jalur yang kuat bagi UMKM di Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan 
penjualan, memperluas operasional, dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi 
regional. Dengan menyederhanakan proses pendaftaran usaha, memberikan dukungan 
dan pelatihan yang terarah, serta mendorong adopsi strategi pemasaran digital, 
pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat menciptakan lingkungan yang 
mendukung bagi UMKM untuk berkembang dan sukses (Syukri & Sunrawali, 2022). 
Penting untuk diingat bahwa UMKM telah terbukti dapat meningkatkan perekonomian 
(Syukri & Sunrawali, 2022). Pemerintah memperkenalkan program Perusahaan 
Perseorangan untuk mengatasi masalah ini sebagai langkah legalitas badan usaha di 
NTB (Burhan & Costiana, 2025). Untuk mendorong peningkatan persentase UMKM legal, 
kami melakukan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan kepada UMKM yang 
ada di NTB dengan pelatihan dan pembimbingan pendaftaran UMKM pada 
Kemenkumham NTB. Langkah ini diharapkan menjadi jembatan meningkatnya 
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penjualan UMKM di NTB sehingga berimbas pada kesejahteraan ekonomi pelaku dan 
pendapatan asli daerah (PAD).  

 
METODE KEGIATAN  

Kegiatan ini dilakukan selama 4 (empat) bulan sejak Januari sampai April 2025, 
di mana kami tidak mengumpulkan secara grup, melainkan melalui pendekatan 
langsung kepada pelaku UMKM yang kami identifikasi memiliki potensi untuk dapat 
berkembang lebih jauh. Tidak ada metode identifikasi khusus yang kami lakukan, kami 
menggunakan prinsip convenience di mana sampel dalam hal ini pelaku UMKM yang 
memang bersedia dan terbuka diajak kerjasama. Tentunya dalam prosesnya kami 
mendapati penolakan oleh beberapa UMKM, namun tentunya kami berhasil 
melegalkan sebanyak 43 UMKM di NTB yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota di 
NTB antara lain Kota Mataram, Lombok Timur, Sumbawa Besar, Dompu, dan Bima. 
Berikut jadwal kegiatan: 

Tabel 1 
Jadwal tahap dan jenis kegiatan 

 
No Tahap Durasi Kegiatan 

  1 Penyelesaian penelitian - - 

  2 Menyusun rencana kegiatan 
pengabdian 

      5 hari - 

  3 
 

Identifikasi UMKM      2 minggu Menyusun target, alamat, 
kontak, dan janji temu 

  4  
 

Kegiatan Legalitas UMKM secara 
online Tahap 1 

     1 bulan Pendaftaran melalui website 
ptp.ahu.go.id 

  5 
   

Kegiatan Legalitas UMKM secara 
online Tahap 2 

      1 bulan (Jika diperlukan) 
pendafatran NPWP, dan 

pemantapan langkah 
selanjutnya 

 6 
 
   

Finalisasi legalitas UMKM      2 minggu Crosscheck finalisasi dan 
sertifikat legalitas dari 

Kemenkumham 

  7 
   

Pengarahan kegiatan promosi      2 minggu Pengarahan metode dan 
saluran penjualan 

  8 
   

Tanggapan pelaku UMKM setelah 
legal dan setelah pengarahan 

     1 minggu Pengumpulan respon pelaku 
UMKM melalui 

Telepon/WhatsApp 

Total UMKM : 43 UMKM 

 
Langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini dimulai ketika penelitian 

sebelumnya selesai dilakukan dengan judul “Strategic Management of MSME Individual 
Company Program by the Ministry of Law and Human Rights”. Kemudian mulai memilih 
mitra dari UMKM secara convenience, melakukan penjajakan dan ketersediaan. UMKM 
yang bersedia kemudian adakan janji temu untuk mulai mendaftarkan UMKM-nya. 
Proses pendaftaran legalitas UMKM dilakukan secara online melalui website 
https://ptp.ahu.go.id Login | AHU - PERSEROAN PERORANGAN . (Adapun proses 
pendaftaran online yang ditempuh akan diterangkan pada bagian “Hasil dan 
Pembahasan”). Sampai mendapatkan berkas legalitas badan usaha. Setelah itu kami 

https://ptp.ahu.go.id/
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melakukan pengarahan untuk metode dan saluran penjualan. Langkah terakhir kami 
menghubungi mitra melalui telepon untuk diminta keterangan maupun respon 
pengalamannya setelah legal dan melaksanakan promosi. Secara ringkas, alur kegiatan 
ini seperti berikut; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 1 
Alur Kegiatan 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berikut kami paparkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam hal 
ini pelaku UMKM di NTB yang berlangsung selama empat bulan. 
1. Program Kegiatan 

Program Perseroan Perorangan (PT Perorangan) dikeluarkan oleh Kemenkumham 
sebagai langkah memudahkan UMKM mendapatkan legalitas usahanya. Prosesnya 
sangat mudah dengan melalui pendaftaran online, total biaya yang keluar selama 
proses pendaftaran online hanya Rp. 50.000, tanpa harus datang ke kantor wilayah 
Kemenkumham. Semua prosesnya online dan cepat. Walaupun bisa juga melalui 
kantor wilayah, namun kami menjembatani pelaku UMKM yang kesulitan mendaftar 
online. Sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 
perseroan perorangan, atau PT perorangan, adalah suatu badan usaha yang 
didirikan oleh satu orang dan termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil. 
Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan dan kemudahan bagi para pelaku 
usaha dalam membangun usahanya. 

2. Tahap Identifikasi UMKM 
Pada tahap ini kami menggunakan prinsip convenience dengan memilih UMKM yang 
bersedia untuk bekerjasama dan mau melegalkan usahanya sebagai Perseroan 
Perorangan (PT Perorangan). Tahap ini dengan mengidentifikasi melalui kenalan, 
jenis bidang usaha yang berpotensi sesuai pasar saat ini, mencari alamat, 
menghubungi kontak. Kami mendapatkan 43 UMKM yang mau bekerjasama. Jenis 
usaha yang teridentifikasi seperti jasa perjalanan wisata, kuliner, dan bidang 
fashion. 
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3. Kegiatan Legalitas Usaha 
Pendaftaran badan usaha dilakukan secara online dengan bimbingan kami melalui 
website ptp.ahu.go.id. Langkah ini kami lakukan satu persatu kepada masing-masing 
UMKM. Walaupun memakan waktu, karena mempertimbangkan sebaran lokasi 
UMKM yang tidak berdekatan, namun tidak menghalangi tujuan utama kami. 
Langkanya dimulai dengan mendaftar pada antarmuka website di awal masuk 
website; 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar. 2 
Tampilan depan https://ptp.ahu.go.id/ 

 
Pelaku UMKM dapat mengklik "Daftar" setelah mengunjungi website 
https://ptp.ahu.go.id/. Sebelum mendaftar, Anda harus memiliki beberapa 
persayaratan yang diperlukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP), dan alamat email yang sah. Jika menghadapi kesulitan saat 
mendaftar, ada juga panduan yang tersedia. Untuk mendapatkan panduan 
mendaftar, pelaku UMKM harus mengunjungi website https://panduan.ahu.go.id/. 
Sebenarnya, pelaku UMKM di NTB hanya perlu mengisi Nomor Induk 
Kewarganegaraan (NIK), Nama lengkap, Tanggal Lahir, NPWP, dan email saat 
mereka klik "Daftar". Seperti pada gambar di bawah; 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3 
Portal mendaftar https://ptp.ahu.go.id/ 

 

https://ptp.ahu.go.id/
https://ptp.ahu.go.id/
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Setelah itu kemudian memilih bidang usaha yang akan didaftarkan, pada bagian ini 
UMKM memilih bidang Orang Perseorangan untuk melegalkan sebagai PT 
Perseorangan; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 4 
Portal mendaftar  https://ui-login.oss.go.id/ 

 
Langkah selanjutnya, pelaku UMKM hanya mengikuti dan mengisi data-data pada 
formulir yang ada dan diarahkan pada website tersebut. Sampai mendapatkan 
konfirmasi pendaftaran berhasil jika formulir terisi dengan lengkap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 5 
Proses pendaftaran selesai pada  https://ui-login.oss.go.id/ 

 
Jika sudah sampai tahap ini, maka pendaftaran legalitas badan usaha PT Perorangan 
telah selesai dan akan mendapatkan email sertifikat pendirian badan usaha resmi 
dari Kemenkumham. Namun, beberapa UMKM mendapatkan sedikit kesulitan pada 
beberapa tahap pendaftaran, sehingga kami melakukan bimbingan lanjutan agar 
proses bisa terselesaikan. 

4. Kegiatan Legalitas Badan Usaha (Jika Diperlukan) 
Beberapa UMKM mengalami kesulitan pada beberapa tahap pendaftaran, kami 
melakukan bimbingan lanjutan kepada mereka satu persatu. Kendala yang dihadapi 
antara lain; 
a. Aktivasi akun pendaftaran. Aktivasi ini melalui link yang dikirimkan pada email 

yang dipakai untuk mendaftar. Mereka tidak membaca notifikasi pada jendela 

https://ui-login.oss.go.id/
https://ui-login.oss.go.id/
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website karena memang tulisannya kecil. Link yang dikirim pada email hanya di-
klik saja, maka akan bisa melanjutkan pada tahap selanjutnya; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 6 
Link aktivasi akun pendaftaran pada email 

 
b. Tidak mengerti untuk mendapatkan voucher pembayaran. Sebelum 

mendapatkan sertifikat, pendaftar harus membayar voucher secara transfer 
sebesar Rp.50.000., Pada laman website pendaftaran, pendaftar tidak mengerti 
metode untuk mendapatkan voucher. Pada laman website tertera metode 
pembayaran melalui Bank, Pos, atau lembaga keuangan lainnya, juga terdapat 
kode QRIS jika membayar menggunakan m-banking. Pendaftar cukup scan QRIS 
pada m-banking, lalu masukkan nominal, dan selesai, maka voucher langsung 
tersedia secara otomatis pada website. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Gambar. 7 
Voucher pembayaran sertifikat 

 
c. Pendaftar bingung dengan bidang usaha UMKM. Langkah ini perlu ketelitian 

dan cukup memakan waktu untuk memilih bidang kegiatan usaha. Pada laman 
website tertera banyak ruang lingkup usaha yang bisa dipilih, beberapa UMKM 
kebingungan. Maka kami membantu dengan memilih perlahan dengan teliti 
sesuai kegiatan operasional yang sesuai dengan bidang usaha. UMKM bisa 
memilih semua ruang lingkup usaha selama itu sesuai. Misalnya bidang kuliner, 
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terdapat lima ruang lingkup pilihan, maka tidak ada batasan untuk memilih 
selama itu sesuai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Gambar. 8 
Contoh bidang kegiatan usaha 

 
5. Finalisasi Legalitas Usaha  

Langkah selanjutnya ialah memastikan para mitra UMKM mendapatkan sertifikat 
pendirian usaha resmi dari Kemenkumham.  Sebanyak 43 UMKM yang kami jadikan 
mitra, semuanya berhasil terdaftar sebagai PT Perorangan dan mendapatkan 
sertifikat. Berikut contoh sertifikat pendirian usaha PT Perorangan UMKM pada 
Kabupaten dan Kota yang ada di NTB; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Gambar. 9 

Sertifikat Legalitas Pendirian Usaha PT Perorangan UMKM di NTB 

 
6. Pengarahan Metode Promosi dan Saluran Penjualan 

Langkah ini dilakukan setelah semua UMKM mendapatkan sertifikat legalitas usaha. 
Kami melakukan pengarahan sesuai bidang usaha, seperti saluran penjualan digital 
melalui marketplace dan socio-commerce, pemahaman metode promosi melalui 
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periklanan, manajemen keuangan usaha, serta potensi kerjasama dengan program-
program instansi pemerintahan seperti melalui Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas 
Pariwisata.  
 

7. Tanggapan pelaku UMKM setelah menjadi PT Perorangan 
Setelah seminggu, kami menghubungi mitra UMKM untuk meminta tanggapan, 
persepsi, ataupun perasaan mereka, melalui telepon. Tidak semua UMKM kami 
hubungi, melainkan beberapa UMKM yang mewakili setiap Kabupaten dan Kota di 
NTB.  
Pemilik UMKM PT. Jejak Rasa Kuliner di Kota Mataram memberi tanggapan; 

“Saya lebih pede sekarang berjualan, kalau ditanya nama usaha oleh teman atau 
keluarga, saya menjawab ada PT di depannya, jadi terasa lebih keren dan 
terpercaya. Walaupun pembeli online masih sebatas teman dari teman dan 
jejaring keluarga, setidaknya nama PT bikin semakin terpercaya” 

Kemudian, UMKM PT Makanan Khas Daerah di Lombok Timur memberi tanggapan; 
 “Saya berani buka toko sekarang karena sudah legal” 

 
UMKM PT Ada Kita Disini di Kabupaten Sumbawa Besar memberi tanggapan; 

“Kalau di Sumbawa orang gengsian, gak mau beli di tempat yang belum jelas. Saya 
kasih nama PT di papan nama toko saya supaya kelihatan ini usaha bagus dan 
legal, pede aja kan memang sudah jadi PT sekarang” 

Dari ketiga tanggapan di atas menandakan pelaku UMKM merasa usahanya memiliki 
kredibilitas yang terpercaya membuat mereka lebih percaya diri mengenalkan 
usahanya serta beroperasi setelah mendapatkan legalitas sebagai PT Perorangan. 
Tanggapan yang juga sama dengan UMKM lain, namun sedikit berbeda dengan 
UMKM yang ada di Kabupaten Dompu dan Bima, PT Sambal Khas Nusantara di 
Kabupaten Dompu memberi tanggapan; 

“Kalau di sini masih belum tanggap untuk jual beli online, itu kendalanya, kita gak 
paksa, sementara kita jual offline, tapi kita percaya diri jual berbagai jenis sambal 
nusantara, saya juga sudah kredit di bank untuk sewa ruko, dipermudah sama 
bank karena saya tunjukkan sertifikat itu” 

Sementara itu, PT Yummy Bite Spot di Bima memberi tanggapan; 
“Orang di sini kalau belanja harus lihat barangnya, mereka gak percaya dengan 
foto hehehe. Makanya kalau online belum terlalu bisa jalan di sini. Tapi saya jualan 
di rumah sudah buka kios depan rumah. Beranilah kita kan sudah percaya diri 
sekarang, apalagi dilihat sama orang bima usaha ini PT, pasti ramai nanti” 

Sedikit kendala yang dihadapi UMKM di Kabupaten Dompu dan Bima karena 
masyarakatnya belum tanggap untuk melakukan jual beli online, walau begitu hal 
positif didapatkan oleh mitra karena dipermudah proses kredit dengan memiliki 
sertifikat legalitas usahanya, serta lebih percaya diri dengan legalitas usahanya. 

 
Dampak psikologis dari legalitas usaha terhadap pelaku UMKM menunjukkan 

fenomena yang menarik dari perspektif behavioral economics. Tanggapan pelaku UMKM 
yang menyatakan “lebih pede” dan “terasa lebih keren dan terpercaya” setelah 



Jurnal Pengabdian Kolaborasidan Inovasi IPTEKS  

Volume 3, No 3 – Juni 2024 

e-ISSN : 29863104 
 

Hal. 588 
 

memperoleh status PT Perorangan mencerminkan konsep perceived value yang 
dikemukakan oleh Zeithaml tahun 1988 dalam teori consumer perception. Konsumen 
cenderung lebih percaya pada bisnis yang memiliki legalitas yang lengkap (Kong et al., 
2025), dan hal ini terbukti dari testimoni UMKM di Sumbawa yang menyatakan bahwa 
masyarakat lokal “gengsian” untuk membeli di tempat yang belum jelas legalitasnya. 
UMKM yang memiliki legalitas jelas dianggap lebih terpercaya dan profesional, sehingga 
dapat lebih mudah menjalin kerja sama dengan pihak lain (Hukumku, 2024). Fenomena 
ini menunjukkan bahwa legalitas berfungsi sebagai quality signal dalam consumer 
behavior theory  dari Spence tahun 1973 (Uzdavinyte & Kaminskiene, 2023; Vergura et 

al., 2023). 
Implementasi program PT Perorangan yang dikelola Kemenkumham terbukti 

efektif dalam mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala legalisasi 
UMKM. Proses pendaftaran online dengan biaya hanya Rp. 50.000 dan tanpa keharusan 
datang ke kantor wilayah sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyederhanakan 
regulasi bisnis. Pentingnya legalitas usaha bagi UMKM untuk mendorong pertumbuhan 
bisnis, meningkatkan kredibilitas, dan mempermudah akses ke berbagai peluang (Wian, 
2024) menjadi nyata ketika salah satu UMKM di Dompu berhasil mendapatkan 
kemudahan kredit bank dengan menunjukkan sertifikat legalitas usaha. Temuan ini 
mendukung argumen Lubis & Salsabila (2024) bahwa persyaratan legalitas yang rumit 
dapat menjadi tantangan menakutkan bagi UMKM, sehingga program penyederhanaan 
ini sangat strategis. 

Dari perspektif pemasaran, kegiatan ini menunjukkan bahwa legalitas badan 
usaha berfungsi sebagai pondasi pemasaran yang kuat untuk membangun 
kepercayaan/trust dan brand credibility. Park (2020) mengingatkan bahwa trust 
merupakan pondasi utama dalam relationship marketing, dan hasil kegiatan ini 
membuktikan bahwa status legal PT memberikan perceived value yang tinggi di mata 
konsumen. Tanggapan UMKM di Sumbawa yang menyatakan bahwa masyarakat lokal 
“gengsian” atau enggan membeli di tempat yang belum jelas legalitasnya, menunjukkan 
bahwa legalitas berfungsi sebagai quality signal dalam perilaku konsumen. Seiring 
perkembangan teknologi, banyak pelaku bisnis menerapkan digital marketing, namun 
legalitas tetap menjadi prasyarat kepercayaan baik dalam transaksi online maupun 
offline. 

Tantangan implementasi pemasaran digital yang ditemukan di Kabupaten 
Dompu dan Bima mencerminkan fenomena digital divide yang masih terjadi di daerah 
tertentu. Kondisi di NTB menunjukkan bahwa adaptasi teknologi masih memerlukan 
pendekatan bertahap. Hal ini sejalan dengan teori diffusion of innovation dari Rogers 
tahun 2003 yang menjelaskan bahwa adopsi inovasi tidak seragam di semua segmen 
masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, dan ekonomi (Wolf, 2022). 
Keberhasilan program ini memberikan implikasi teoritis dan praktis yang penting 
untuk keberlanjutan UMKM di Indonesia. Dari aspek teoritis, hasil ini mendukung 
resource-based view theory (Barney et al., 2021) yang menyatakan bahwa keunggulan 
kompetitif berkelanjutan berasal dari sumber daya yang valuable, rare, inimitable, dan 
non-substitutable (VRIN). Legalitas PT Perorangan menciptakan legitimacy resource 
yang memberikan keunggulan bersaing bagi UMKM dalam jangka panjang. Secara 
praktis, program legalitas ini memiliki multiplier effect yang signifikan.  
 
KESIMPULAN  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa program legalitas badan usaha 
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melalui PT Perorangan di NTB telah berhasil memfasilitasi 43 UMKM untuk 
memperoleh status hukum yang sah dengan tingkat keberhasilan 100%. Program ini 
memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan 
diri pelaku UMKM, yang tercermin dari testimoni mereka yang merasa lebih percaya 
diri dalam beroperasi dan memperkenalkan usahanya. Selain itu, legalitas usaha 
terbukti membuka akses ke layanan perbankan, seperti yang dialami UMKM di Dompu 
yang mendapatkan kemudahan kredit bank setelah memiliki sertifikat legalitas. 
Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi pemasaran digital di beberapa 
daerah seperti Dompu dan Bima karena faktor budaya konsumen lokal, program ini 
tetap memberikan foundation yang kuat bagi UMKM untuk berkembang di era ekonomi 
digital. Integrasi antara legalitas badan usaha dan strategi promosi yang diterapkan 
dalam kegiatan ini terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan daya 
saing UMKM di NTB. 

Rekomendasi untuk keberlanjutan program meliputi: (1) integrasi sistem 
pendaftaran dengan platform e-commerce, (2) pengembangan mentoring digital 
marketing pasca-legalitas, dan (3) kolaborasi dengan perbankan untuk skema 
pembiayaan khusus UMKM legal. Dengan demikian, program legalitas PT Perorangan 
tidak hanya menjadi solusi jangka pendek tetapi juga pondasi untuk pertumbuhan 
berkelanjutan UMKM di era ekonomi digital. 
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